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RINGKASAN 

SUKHAIRIWAN mengajukan Judul Skripsi "Pelaksanaan Otonomi 
Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Labuhan Batu". 
(Dibawah Bimbingan Hj. Aminatun Nasution, SH. sebagai 
Pembimbing I dan Drs. Alkusyari sebagai Pembimbing II). 

Untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan 
berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat maka titik berat otonomi daerah perlu diletak
kan di daerah tingkat II yang kedudukannya lebih langsung 
berhubungan dengan masyarakat. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat 
II Labuhan Batu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu No. 3 Tahun 1995 
sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Labuhan Batu, telah melaksanakan Otonomi ' Daerah 
sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Sumatera Utara No. 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebaha
gian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Suma
tera Utara dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada 
Pemerintah Daerah Tingkat II. 

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu banyak 
ditemui kendala maupun hambatan yang sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran tugas dari dinas daerah. Kendala
kendala maupun hambatan yang dialami Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 
diantaranya adalah, masih adanya campur tangan Pemerintah 
Pusat/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara terhadap pelaksanaan otonomi di 
daerah, sebagai contoh dapat dilihat pada bidang pembinaan 
tenaga teknis dan non teknis pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, 
dimana terjadi prosedur yang sangat panjang dalam pengang
katan seorang Kepala SD dan seorang Penjaga SD. 

Sebagai akibat masih banyaknya campur tangan Dinas Pendi
dikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidik 
an dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 
akan menghambat penyelenggaraan Pemerintahan dan terwu
judnya keserasian dan keberhasilan pembangunan di Kabupa
ten Daerah Tingkat II Labuhan Batu. ----------------------------------------------------- 
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Dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu perlu 
adanya ketegasan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang kewenangan masing
masing Instansi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebu
dayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dengan 
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Labuhan Batu dalam mengurus atau melaku
kan pembinaan terhadap guru-guru dan peserta didik di 
Sekolah Dasar. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas 

taufiq dan hidayah NYA yang telah dilimpahkan 

segala 

kepada 

penulis. Dan Salawat serta salam kepada junjungan kita 

Nabi Besar Muhammad SAW,. yang merupakan suri tauladan 

bagi penulis dan bagi seluruh umat. 

Adapun Judul dari skripsi ini adalah "Pelaksanaan 

Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabu

pa ten Daerah Tingkat II Labuhan Batu". 

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu ·syarat 

untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Medan Area. 

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih belum 

sempurna sebagaimana yang diharapkan, karena sebagai 

manusia biasa yang mempunyai kemampuan terbatas, dan tidak 

terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Sehubungan dengan 

kelemahan-kelemahan tersebut, dalam kesempatan ini penulis 

terlebih dahulu mengucapkan mohon ma'af, dan mengharapkan 

saran-saran serta kritik yang positif demi perbaikan dan 

penyempurnaan pada akhirnya. 

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang 

yang 

di-

dihadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak 

turut mendukung, semua hambatan yang ditemui dapat 

atasi. Sehubungan dengan itu atas bantuan dan bimbingan ----------------------------------------------------- 
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yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung, dalam 

kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima 

kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Drs. H. M. Rusli Nasution, Be.AP., selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan 

Area 

2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA., selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan 

Area 

3. Ibu Hj. Aminatun Nasution, SH., selaku Dosen Pemoimbing 

I dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia 

untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis 

4. Bapak Drs. Alkusyari, selaku Dosen Pembimbing II dalam 

penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk mem

berikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis 

5. Bapak Fuad, selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan 

Area 

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Medan Area 

7. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Labuhan Batu beserta seluruh Staf dan 

Pegawainya, yang telah memberikan izin kepada penulis 
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8. Ayahanda Drs. H. Chairuddin dan Ibunda Hj. Sulastri 

tercinta yang telah banyak berkorban dalam membesarkan, 

mendidik, membina serta tiada bosan-bosannya memberikan 

petunjuk dan nasehatnya kepada penulis serta Adinda

adindaku tersayang : Sri Dwi Handayani, Trisna Susila

wati, Melvi Ayu Lestari dan Khairina Siswanti sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

9. Spesial buat sahabat-sahabatku tersayang; Faridah 

Mardiani, Izul, Andrian, Nirwana, Dody, Mas Edy, 

Azizah, Ainun, serta sahabat-sahabat, khususnya stam

buk '93' Fisipol UMA yang namanya tidak dapat disebut

kan satu persatu. 

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT., 

berikan balasan yang berlipat ganda atas perbuatan 

berbagai pihak sebagaimana tersebut diatas, yang 

memberikan bantuannya pada penulis selama ini. 

Medan, Juli 1997 

mem-

baik 

tel ah 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah. 

Dalam r a ngka pembangunan nasional s e bagai pe rwujudan 

cita-cita bangsa dan negara Indonesia seperti termaktub 

dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 yaitu 

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasark~n kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. 

diperlukan bentuk pemerintahan negara beserta aparaturnya 

yang mampu menampung dan menyalurkan berbagai kepentingan 

masyarakat dalam mencapai cita-cita menuju suatu masyara-

kat yang adil dan makmur, merata materil dan spritual 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan sebagai 

penyelenggara pemerintahan negara "dibawah Majelis Permu-

syawaratan Ra kyat, Presid e n ialah pe nyelenggara pemerintah 

ne gara yang tertinggi''. 2 Dalam melaksanakan tug a sn ya 

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dibantu oleh me nteri 

kabinet dan pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan non 

departemen. 

1. M. Solly Lubis, S. H, Pembahasan Undang - Undang 
Dasa r 1945, Alumni Bandung, 1979 , Hlm. 58. 

2. Ibid., Hlm. 66. 
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Dalam s istem pe ny e l e nggara a n pe me rint a ha n nega r a RI, 

untuk memp e roleh da y a guna dan ha s il guna s eo ptimal mung-

kin ditentukan pula adanya pembagian kekuasaan secar a 

vertikal yang melahirkan garis hubungan antara Pemerintah 

pusat dan Pemerintah daerah melalui asas dan prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan didaerah yaitu desentralisa-

si, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan ters e -

but diatas secara tersirat dinyatakan di dalam pa s al 18 

UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan 
kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetap
kan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan men
gi ngati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerin
tahan negara dan hak-hak asal usul daerah-~aerah 

yang bersifat istimewa. 3 

Selanjutnya penjelasan pasal 18 tersebut berbunyi 

Oleh karena negara kesatuan Indonesia itu suatu 
"eenheidsstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai 
daerah dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" 
juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam da e rah 
propi nsi, dan daerah propi nsi akan di bagi pul a dal am 
daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat 
autonoom (Streek dan locale rechtsg e meensch a pp e n) 
atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut 
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang . 4 

Dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjela-

s a nnya s e bagaima na t e rsebut diat as, jelasl a h bahwa Pe me ri n 

ah diwajibkan untuk melaksanakan desentralis as i dan 

3. Ibid., Hlm. 138. 

4. Ibid . , Hlm. 156. 
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dekonsentrasi dibidang Ketatanegaraan. 

Untuk melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi 

serta tugas-tugas lainnya kepada Daerah, sesuai dengan 

undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe merin 

tahan di Daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam 

daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratip. 

Pembentukan dan susunan daerah otonom sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di daerah disebutkan: "dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 

Dae rah Ti ngkat I dan Ti ngkat I I 115 . Demi ki an j uga wi l ayah 

Administratif. 

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, 
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 
dibagi dalam wilayah-wilayah propinsi dan ibuko
ta negara. 

(2) Wilayah propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah 
kabupaten dan kotamadya. 

(3) Wilayah kabupaten dan kotamadya dibagi dalam 
wilayah-wilayah kecamatan. 

(4) Apabila dipandang perlu sesuai pertumbuhan dan 
perkembangannya, dalam wilayah kabupaten dapat 
dibentuk kota Administratif yang penggturannya 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

Daerah otonom , selanjutnya disebut Daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wi
layah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajib 
an mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok
Pok ok Pemerintahan Di Daerah, Aneka Ilmu, Semarang, 1983, 
Ha l . 41. 

6. Ibid., Hlm. 63. ----------------------------------------------------- 
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dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ses¥ai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Wi l ayah Admi ni strati f, sel anj utnya di sebut wi l ayah 

adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menye-

lenggarakan 

daerah 11
•
8 

pelaksanaan tugas pemerintahan urn um di 

Selanjutnya dalam meningkatkan pelaksanaan pembangun 

an secara adil dan merata diseluruh wilayah negara kesatu-

an Republik Indonesia dan untuk membangkitkan kemampuan, 

prakarsa dan kreativitas masyarakat, maka kedudukan dan 

peran pemerintah daerah merupakan faktor yang menentukan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, hal ini sejalan 

dengan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah 

Untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk mening
katkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masya
rakat dan pelaksanaan pembangunan.9 

Selanjutnya penekanan pelaksanaan otonomi daerah 

di l etakkan pada daerah otonom tingkat II sebagaimana 

i jelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 11 yaitu 

Titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah 

Tingkat II. 

2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) 

7. Ibid., Hlm. 70. 

8. Ibid., 1-llm. 40. 

9. Ibid., Hlm. 77. ----------------------------------------------------- 
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pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10 

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan 

titik berat pada Daerah Tingkat II, disebutkan bahwa : 

Pertimbangan titik berat otonomi pada daerah tingkat 
II karena daerah tingkat II lah yang lebih mengeta
hui permasalahan yang dihadapi masyarakat, lebih 
mengetahui potensi yang ada didaerahnya, serta 
keinginan yang dikehendaki oleh masyarakat didaerah
nya serta dimaksudkan pula guna adanya pemisahan dan 
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara 
Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah T~ngkat I dan 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 1 

Sebagai konsekwensi dari penyelenggaraan Otonomi 

Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diserah-

annya sebagian besar urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

an atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah 

ae rah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan, untuk 

i selenggarakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 

Pemerintah Daerah setempat, yaitu Pemerintah Dae rah 

ab upaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, sebagai salah 

sat u dari wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 

a ra, sesuai dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 199 2 

Len t ang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propin si 

a e rah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang Pendidika n 

10. Ibid., Hlm. 42. 

11. Drs. H. Ibrahim Gani, Asisten I/Pemerintahan 
re tariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sumatera Utara, 

e yelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada 
e ah Tingkat II ( PP Nomor 45 Tahun 1992 Sebagai Acuan), 

a n , 1993, Hlm. 12. ----------------------------------------------------- 
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dan Kebudayaan, kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang 

telah menerima penyerahan sebagian urusan Pemerintahan 

dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah 

Tingkat I Propinsi Sumatera Utara. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labu-

han Batu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Labuhan Batu No. 685 tahun 1996, tentang kegiat 

an bidang tugas pendidikan dan kebudayaan yang didelegasi

kan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Labuhan Batu. 

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut 

iatas adalah sesuatu yang baru khususnya untuk pelaksa

naan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan dan · kebu

ay aan di Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, ten

Lu nya banyak pertanyaan yang dapat diajukan mengenai hasil 

gu na dan daya guna pelaksanaan urusan pemerintahan terse-

u diatas. Dan bagi penulis sendiri, sebagai seorang 

ah a siswa yang mendalami ilmu pemerintahan sangat ingin 

en d alami lebih jelas mengenai segala sesuatunya tentang 

e ak sanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan 

·ebuda yaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, 

s a l ny a langkah-langkah apa sajakah yang telah dilakukan 

eh Pemerintah Daerah Tingkat II Labuhan Batu untuk 

n el enggarakan otonomi daerah pada bidang pendidikan dan 

dan masih banyak lagi yang perlu dikaji untuk 

e dalam dan memperluas khazanah pengetahuan penuli s 
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pada bidang otonomi daerah ini. Semua uraian diatas akhir-

nya penulis jadikan sebagai alasan bagi penulis untuk 

menelitinya dengan merumuskan judul 

"PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN 

BATU". 

B. Perumusan Masalah. 

Masalah adalah persoalan atau problema yang timbul 

dalam suatu kejadian atau perkara. Selanjutnya Sumadi 

Suryabrata dalam bukunya metodologi Penelitian menjelaskan 

bahwa 

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan 
(gap) antara das sollen dan das sein; ada perbedaan 
antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam 
kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang 
tersedia, antara harapan dan kenyataan dan yang 
sejenis dengan itu. 1 ~ 

Setelah memperhatikan pengertian masalah tersebut 

i atas, untuk memperjelas pembahasan skripsi ini, penulis 

e rumuskan sebagai masalah pokok yaitu : Apakah dengan 

· ser ahkannya sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendi-

' kan dan Kebudayaan, pelaksanaan Otonomi Daerah dapat 

e rc a pai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

er a h Tingkat II Labuhan Batu. 

12. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, C.V. 
j a \ a li, Jakarta, 1983. Hlm. 66. ----------------------------------------------------- 
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C. Pembatasan Masalah. 

Mengingat masalah yang berhubungan dengan pelaksa

naan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung j awab 

dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Daerah 

Tingkat II Labuhan Batu sangat luas dan kompleks sifatnya, 

diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari kekaburan 

pembahasan dan perbedaan pendapat terhadap masalah-masalah 

yang mendasar. 

Dal am pembatasan masalah ini, masalah yang akan 

dibahas adalah : mengenai sampai dimanakah tindak lanjut 

penyerahan pelaksanaan wewenang yang diserahkan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah 

I Labuhan Batu dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, 

e nciptakan suatu mekanisme kerja yang ba i k dalam 

j an g percepatan program pembangunan di Kabupaten 

i ngkat II Labuhan Batu. 

kepada 

Tingkat 

' dapat 

menun-

Dae rah 

Yang penulis maksudkan dengan pelaksanaan wewenang 

a d a la h tugas-tugas yang diserahkan oleh Pemer intah Da e r a h 

- · ng kat I Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupa

en Daerah Tingkat II Labuhan Batu, dan Pemerintah Da erah 

a upaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu kepada Dina s 

e d i dikan dan Kebudayaan (P d a n K) Kabupaten Dae ra h 

- ng kat II Labuhan Batu, sebagai aparat 

ga s dan fungsinya dibidang Pendidikan 

ngga sasaran yang diharapkan dapat 

e ay a guna dan berhasil guna. 

teknis s es ua i 

d a n Kebud ayaa n. 

dicapai secara 
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Selanjutnya mengenai tugas-tugas yang diserahkan 

oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Labuhan Batu, adalah wewenang yang menjadi tanggung jawab 

a tau pekerjaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Suma

tera Utara seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1992 

t entang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi 

Daerah Tingkat I Sumatera Utara Dalam Bidang Pendidikan 

dan Kebudayaan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. 

Dengan demikian masalah yang akan dibahas dalam 

s kripsi ini adalah mengenai pelaksanaan kewenangan formal 

yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah 

i ngkat II Labuhan Batu dan diselenggarakan oleh Dinas 

e ndidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II 

a buhan Batu, sebagai aparat teknis dibidang Pendidikan 

a n Kebudayaan. 

Untuk menjawab masalah pokok diatas, menurut penga-

a ta n penulis, perlu dianalisa beberapa sub masalah yaitu: 

Landasan hukum penyelenggaraan sebagian urusan Pe me rin

tahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang diserah

kan kepada Kabupaten Daerah tingkat II Labuhan Batu 

s esuai dengan pelaksanan otonomi daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab. 

2. Urusan-urusan pemerintahan apa saja yang telah di se rah

a n oleh Dinas Pendidikan dan Kebuda yaan Propinsi 
----------------------------------------------------- 
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Daerah tingkat I Sumatera Utara, kepada Dinas Pendidi

kan dan Kebudayaan Kabupaten Oaerah Tingkat II Labuhan 

Batu. 

3. Untuk mengetahui tindak lanjut urusan pemerintahan 

dibidang Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan 

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Labuhan Batu. 

4. Bagaimana 

Pendidikan 

seharusnya urusan Pemerintahan di bi dang 

dan Kebudayaan tersebut dilaksanakan, se-

hingga pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan ber

tanggung jawab dapat dilaksanakan secara berdaya guna 

dan berhasil guna di Kabupaten Daerah Tingkat II Labu

han Batu. 

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

Dalam melakukan setiap kegiatan penelitian 

e miliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, tanpa 

u ju an tertentu tersebut maka kegiatan penelitian 

a a gunanya. Adapun tujuan penelitian yang hendak 

pasti 

adanya 

tidak 

penulis 

-a pa i dan penulis ungkapkan dalam skripsi ini adalah: 

Un tuk melihat dan mengetahui pelaksanaan otonomi 

daerah, khususnya yang telah dilaksanakan oleh Dina s 

Pe ndidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Lab uhan Batu . 

. Untuk mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya yang 

e lah dimbil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah 

i ngkat II Labuhan Batu dalam menyelenggarakan otonomi ----------------------------------------------------- 
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daerah pada bidang Pendidikan dan Kebudaya a n. 

Disamping tujuan diatas, adapun manfaat dari pen e li

tian ini adalah 

1. Sebagai sarana latihan bagi penulis untuk mener a pkan 

ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti 

perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Medan Area dalam membuat sebuah karya 

ilmiah. 

2 . Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyem

purnaan pelaksanaan otonomi daerah agar tercapain ya 

otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, khu

susnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Labuhan Batu. 

3 . Memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat akhir untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, program study Ilmu Pemerintahan, 

sitas Medan Area . 

Kerangka Pemikiran. 

Univer-

Dalam melakukan penelitian dip e rlukan s uatu landasan 

e p ikir dalam membahas permasalahan yang ada atau timbul 

seh ingga dapat dimulai dari sudut mana permasalahan ters e -

u dit e liti. Pemikiran yang mendukung dari pemb a hasan 

u u l skri psi i n i yang sesuai dengan latar belakang, 

e um us an masalah dan pembatasan ma sa lah adalah 

e r angka teori yaitu pemikiran yang berdasarkan pa da 

al -h a l yang bersifat teoritis. ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sukhairiwan - Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan....



12 

2. Kerangka Konsep yaitu pemikiran yang didasarkan pada 

penjelasan teoritis. 

1 . Kerangka Teori . 

Kerangka teori merupakan dasar yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman penelitian yang merangkaikan segenap 

masalah dengan berbagai teori yang dianggap mempunyai 

relevansi langsung terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas, ini dapat dilihat dari pengertian teori yang 

diungkapkan oleh Hadari Nawawi, bahwa "Teori adalah 

sekumpulan konsep yang disusun sebagai landasan berpikir 

d a r i sudut mana masalah yang telah dipilih yang akan 

d i soroti". 13 

Untuk memudahkan memecahkan masalah yang akan diba-

as dan sebagai titik tolak didalam pembahasan selanjutnya 

a ka penulis membatasinya secara teoritis : 

Pengertian Delegasi 

Pengertian Pendelegasian 

c. Pengertian Wewenang 

a. Pengertian Delegasi. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa 

el e gasi adalah : "Penyerahan atau pelimpahan wewenang 

atasan kepada bawahan untuk suatu tugas tertentu 

en ga n kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu 

13. Prof. Dr. H. Hadar! Nawawi, Metode Penelitian 
· a ng Sosial, Gajahmada University Press, Bandung, 1990, 
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kepada pemberi tugas 1114 sedangkan menurut Sumitro Maskun 

Del e gasi adalah "menganugerahkan su a tu kebebasan be rtinda k 

dan mengambil kebijaksanaan kepada orang lain dal a m hal 

menghadapi masalah dalam rangka melak s anakan tug as yan g 

s emula telah ditentukan bagi mereka 11 . 15 

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, yang 

di maksud delegasi disini adalah Penyerahan sebagian tugas 

pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebuda yaan Propinsi 

Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Pemerintah Daerah 

abupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu. 

b. Pendelegasian. 

Pendelegasian adalah : "hal, atau kerja mendelegasi

a n1116 Sedangkan mendelegasikan adalah "Menyerahkan· atau 

e limpahkan wewenang 11 17 

Untuk berhasilnya suatu pendelegasian diperlukan 

sya rat-syarat sebagai berikut : 

Adanya kemauan pada bawahan untuk melaksanakan tugas 

da n memikul tanggungjawab yang lebih besar. 

14. Prof. Dr. J. S. Badudu Dan Prof. Sutan Mohammad 
n , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 

J a rta, 1996, Hlm. 325. 

15. Jhon D. Millet, Management In The Public Servi
ce , Chapter 2, Disadur oleh Sumitro Masikun, Kepemimpinan , 

at Pendidikan Departemen Dalam Neg e ri, 1974, Hlm. 25. 

16. Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohamm a d 
Op. Cit., Hlm. 325. 

17. Ibid., Hlm. 325. 
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2 . Ad a nya kes e diaan pa da manaj e r untuk melakukan pe nd e l e-

gasian 

3 . Berlangsungnya pendelegasian yang tepat, dengan prin-

sip-prinsip sebagai beikut : 

- Prinsip batas pengendalian. 

- Prinsip kekuasaan yang seimbang. 

- Prinsip pertanggungjawaban sepenuhnya 

- Prinsip hubungan melapor secara tunggal 

Dalam pelaksanaan pendelegasian sebab-sebab yang 

men jadikan bawahan tidak bisa menerimanya adalah: 

1. Bawahan mau gampangnya sendiri. 
2. Bawahan takut kritikan terhadap kesalahan yang 

dibuatnya 
3. Bawahan kurang cukup mendapat penjelasan mengenai 

tugas itu. 
4. Bawahan telah kebanyakan pekerjaan. 
5. Bawahan kurang percaya di ri sendi ri. 
6. Bawahan kurang mendapat dorongan yang positif. 18 

c. Wewenang. 

Yang dimaksud dengan wewenang adalah "Kekuasaan yang 

sah untuk memerintahkan sesuatu atau me lakukan su a tu 

er buatan 1119 . Selanjutnya menurut Kamus Umum Bahasa Indo-

a 

si a pengertian wewenang/ berwenang adalah "Mempunyai 

atau kuasa untuk menentukan sesuatu, a tau be rt ·j nda k 

18. Drs. Tan Kiat Djwe e, Delegasi Dan Kesulitan
ul it annya Da l am Prakt ek, Dikut i p Ol eh The Liang Gie , 

- Unsur Administrasi, Edisi Kedua, Supersukses Yogy a
a, 1983, Hlm. 90. 

19. The Liang Gie, Unsur-Unsur Administrasi, Suatu 
l a n Karangan, Supersukses Yogyakarta, 1983 , Hlm. 90. 
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terhadap sesuatu 112 0. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maksud 

utama wewenang adalah kuasa yang sah kepada seseorang 

untuk berbuat atau bertindak dalam rangka pencapaian 

t ujuan organisasi atau unit kerja yang dipimpinnya. 

Selanjutnya mengenai tugas-tugas yang diser a hkan 

o leh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Uta ra 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Labuhan Batu, adalah wewenang atau pekerjaan Pemerintah 

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seperti yan g 

d i sebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 

Sumatera Utara nomor 4 tahun 1992 tentang Penyerahan 

Se bagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah TingKat I 

Sumatera Utara dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan 

e pada Pemerintah Daerah Tingkat II. Selanjutnya tuga s 

e r sebut diserahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

a e rah Tingkat II Labuhan Batu kepada Dinas Pendidika n dan 

e b udayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu mel a -

l u i Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuh a n Batu 

omor 685 tahun 1996, tentang Kegiatan Bidang Tugas Pendi-

d i ka n Dan Kebud a yaan Ya ng Did e l eg a s ik a n Ke pad a Din a s 

e ndidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II 

a b uhan Batu. 

20. Prof. Dr. J. S . Badudu dan Prof. Sutan Mohammad 
Za i , Op. Cit., Hlm. 1625. ----------------------------------------------------- 
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2. Kerangka Konsep. 

Kerangka konsep merupakan hasil pemikiran rasional 

yang bersifat kritik dalam memperkirakan kemungkinan hasil 

penelitian yang akan dicapai, dimana dengan adanya kerang-

ka konsep merupakan bahan yang akan menuntun dalam meru-

muskan hipotesis penelitian. 

Sehubungan dengan hal tersebut Prof. Dr. H. Hadari 

awawi mengemukakan bahwa : 

Kerangka konsep merupakan bahan yang akan menuntut 
penelitian dalam perumusan hipotesis penelitian, 
kerangka konsep dan kerangka teori, kerapkali dis e
but juga dengan penelaah kepustakaan atau stud y 
literatur yang dipergunakan untuk menyelidiki suatu 
permasalahan. 21 

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi kerangka 

o nsep penulis dalam penelitian ini adalah : 

Adanya landasan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dibidang Pendidikan dan Kebuda yaan, yang dis e r a hk a n 

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I kepada Peme rintah 

Dae rah Tingkat II . 

2. Ada nya pe nyerahan sepenuhnya urusan pemerintahan ke pad a 

Dae rah Tingkat II oleh Peme rintah Propin s i Dae r a h 

Tingkat I, sehingga apa yang dinamakan otonomi d a er a h 

y a ng nyata dan bertanggung jawab dapat terl aks an a 

s ec ara berdaya guna dan berhasil guna. 

21. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi , Op. Cit., Hlm. 40. ----------------------------------------------------- 
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F. Hipotesis. 

Hipotesis Penelitian adalah jawaban sementara terha

dap masalah penelitian, yang kebenarannya masih haru s 

diuji secara empiris.22 

Selanjutnya Sumadi Suryabrata juga mengemukakan 

bahwa "Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah 

penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin 

dan paling tinggi tingkat kebenarannya 11
•
23 

Hipotesis penelitian ini berlandaskan dari suatu 

an ggapan bahwa Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu 

angkaian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada 

i nas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat 

I Labuhan Batu. 

Dalam pemecahan masalah pokok penelitian yang telah 

· ajukan diatas maka penulis mengajukan hipotesis antara 

a i n : "Apabila urusan pemerintahan yang diserahkan Dinas 

ndidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Suma

e a Utara Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupa

e Daerah Tingkat II Labuhan Batu Sepenuhnya menjadi 

ngg ung jawab Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten 

a e r a h Tingkat II Labuhan Batu, Maka Pelaksanaan Otonomi 

e ah yang nyata dan bertanggung Jawab akan tercapai 

ngan berdaya guna dan berhasi l guna" . 

22. Sumadi Suryabrata, Op. Cit., Hlm 75. 

23. Ibid., Hlm. 75. ----------------------------------------------------- 
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B A B II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Otonomi Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pernerintahan di Daerah, pada pasal 1. c di-

j el as kan bahwa : "Otonomi Daer ah ada l ah hak, wewenang dan 

kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga-

nya sendiri 

berlaku 1124 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

Dal~m merealisasikan hal tersebut diatas dapat di-

arnb i l kesimpulan bahwa, Daerah diberi kekuasaan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri, baik untuk meng~lola 

sumber Pendapatan Asli Daerah maupun untuk mengembangkan 

atau memajukan daerahnya, yang kesemuanya itu diatur dalam 

Undang-Undang \ hal ini diperjelas oleh pasal 1. e Undang-

Undang No . 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wi
layah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewaji
ban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
dalam Ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia, 
sesuai ~gngan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ~ Op. Cit., 
Hl m. 39. I 

25 . Ibid., Hlm. 40. 

18 
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B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebu-

dayaan Daerah Tingkat II Labuhan Batu. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah "Unsur 

Pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang Pendidikan dan 

kebudayaan 1126 yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

d alam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

j awab kepada Kepala Daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan 

atu Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

e rja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah 

i ngkat II Labuhan Batu juga menjelaskan tentang Tugas dan 

ungsi daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

ae rah Tingkat II Labuhan Batu yaitu; 

as. 

Menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam 

b idang Pendidikan dan Kebudayaan; 

Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah; 

e laksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh 

e pala Daerah. 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
h an Batu Nomor 3 Tahun 1995, Tentang Pembentukan, 

u nan Organisasi Dan TataKerja Dinas Pendidikan dan 
· eb da yaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, 

. 4. 
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a . Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan s es uai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

b . Melaksanakan pembinaan pengembangan dibidang Pendidikan 

dan Kebudayaan baik peningkatan mutu Pendidikan, sarana 

dan prasarana serta tenaga pendidik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c . Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis at as 

pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan 

Kepala Daerah. 

C. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah. 

Dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan, wilayah 

e gara Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah 

o onom dan wilayah-wilayah Administratif. Kenyataan ini 

a alah sebagai konsekwensi dari bentuk negara kesatuan. 

hwa 

Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, dinyatakan 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan 
kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya dit e 
tapkan dengan undang-undang, dengan memandang da n 
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim pe mer
i ntahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah 
yang bersifat istimewa. 27 

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Dasar 

27. M. Solly Lubis, S. H, Op. Cit., Hlm. 138. ----------------------------------------------------- 
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1945 dinyatakan ; 

pasal 

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheid
staat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah 
dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" juga . 
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, 
dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah 
yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autoo 
nom (Streek dan local rechtsgemeenchappen) atau 
bersifat administrasi belaka, semuanya wenurut 
aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.2e 

Untuk merealisir ketentuan yang tercantum dalam 

18 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya 

tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sejak mulai awal 

kemerdekaannya sampai saat ini telah menetapkan berbagai 

Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah, dan yang 

t erakhir berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 5 tahun 

974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 

Dalam Undang-undang no. 5 Tahun 1974, diatur tentang 

o kok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom 

d a n penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas peme-

i ntah pusat di daerah. Beberapa asas kewenangan tersebut 

' a l ah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pemban-

-u an di daerah. 

1 . As as Desent ra l i sas i . 

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan 

r i pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang 

en jadi urusan rumah tangganya. Ini berarti urusan-urusan 

28. Ibid., Hlm. 156. ----------------------------------------------------- 
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pemerintahan yang telah diserahkan pada dasarnya menjadi 

wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal 

ini inisiatif diserahkan kepada Daerah, baik yang menyang-

kut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan 

maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian 

pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu 

sendiri terutama dinas daerah. 

Akibat dari sistem desentralisasi i n i timbullah 

daerah-daerah otonom yaitu daerah yang berhak mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. Bagaimana kekuasaan itu 

d iperoleh tergantung urusan desentralisasi yang dijalan

kan. 

Pada umumnya wewenang yang dilimpahkan kepada aaerah 

d apat dijadikan ukuran untuk menilai apakah Sistem Peme 

intahan yang berlaku cenderung kearah desentralisasi atau 

se ntralisasi. Sebab semakin banyak wewenang yang dilimpah

an , semakin jauh desentralisasi yang dijalankan, sehingga 

se makin banyak kekuasaaan otonom daerah itu. Sebaliknya 

em akin sedikit wewenang pusat yang dilimpahkan kepada 

d a e rah, berarti sistem pemerintahan cenderung ke arah 

s en tralisasi, sehingga mengakibatkan berkurangnya otonomi 

d a er ah itu. Dalam prakteknya tidak mungkin terjadi des en

, al isasi ataupun sentralisasi yang seratus persen, tetapi 

an g sering terjadi adalah diantara kedua sistem ini. 

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa pertim

ng an utama untuk mengharuskan dilaksanakannya desentra-
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lisasi adalah untuk dapat rnernenuhi kebutuhan rnasyarakat di 

daerah. Desentralisasi merupakan suatu cara untuk mengada

kan suatu pembagian serta pemilihan tugas kewajiban yang 

dibebankan kepada pusat dan daerah agar kebutuhan masyara

kat dapat dipenuhi. 

2. Asas Dekonsentrasi. 

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan Dekonsen-

trasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau 

kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat 

atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. 

Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada 

pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. 

dapun wewenang yang diserahkan adalah untuk bertindak dan 

mengambil keputusan, dengan tanggung jawab tetap berada 

ada pejabat yang lebih tinggi. 

Uns~r pelaksana dari asas dekonsentrasi ini terutama 

· nstansi-instansi vertikal yang dikoordinir Kepala Wilayah 

s e laku Perangkat Pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaan 

e rhadap pelaksanaan sepenuhnya ditentukan Pemerintah 

pusat. 

Kepala wilayah sebagai perangkat Pemerintah pusat 

di d aerah dibantu oleh pegawai negeri pusat yang diperban

ukan kepada daerah, begitu juga pegawai yang ditempatkan 

a d a instansi Vertikal sebagai aparat dekonsentrasi. 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dekonsen------------------------------------------------------ 
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trasi adalah penting, dan sama pentingnya dengan asas 

desentralisasi dalam rangka pembangunan daerah. Oleh 

karena itu hak dan wewenang perlu dilimpahkan kepada 

aparat pusat yang ada di daerah. 

Asas dekonsentrasi dilaksanakan dengan mengadakan 

wilayah-wilayah administrasi, secara singkat disebut 

wilayah, yang merupakan wilayah kerja dari Kepala Wi lg~~ · 

Dengan pelimpahan wewenang dimaksud akan dapat membina 

wilayah dalam meningkatkan pembangunan. 

3. Asas Tugas Pembantuan (Madebewind). 

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan tentang 

desentralisasi dan dekonsentrasi, bahwa tidak semua urusan 

pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan 

ru mah tangganya dan tidak semua urusan pemerintahan pusat 

J d apat dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat yang ada 

d i daerah atas dasar dekonsentrasi. Dengan demikian ada 

be berapa urusan pemerintahan yang masih tetap merupakan 

u r usan pemerintah pusat. 

Akan tetapi adalah sangat berat sekali bagi pe me r i n-

a h pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah 

a n di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawa bn ya 

a ta s dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampu an 

e rangkat pemerintah pusat di daerah. Bila ditinjau dari 

s eg i dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertang-

gung jawabkan apabila semua urusan Pemerintahan Pusat di 

a e rah harus dilaksanakan sendiri oleh pe rangkatn ya di ----------------------------------------------------- 
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daerah, karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya 

yang sangat besar jumlahnya, disamping mengingat sifat 

dari berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan 

baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkut 

an. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 

Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 memberikan kemungkinan 

untuk dilaksanakan berbagai urusan pemerintahan di 

menurut asas tugas pembantuan. 

daerah 

Asas tugas pembantuan adalah : Tugas untuk turut 

serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugas

kan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerin

tah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertang

gungjawabkan kepada yang menugaskan. 

Dari uraian diatas jelas bahwa tugas pembantuan 

a dalah penyerahan penyelenggaraan tugas-tugas kepada 

d a erah dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah. 

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan terlihat beberapa 

ha l 

a . Tugas pembantuan (madebewind) adalah urusan penyerahan 

kewenangan penyelenggaraan. 

b . Aparat yang melaksanakan harus dapat mempertanggung

jawabkan kepada yang menugaskan. 

c . Urusan yang diserahkan adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintah pusat, dan tidak termasuk urusan rumah 

tangga daerah. 
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d. Aparat yang melaksanakan adalah aparat pemerintah 

daerah (aparat daerah otonom). 

e. Tugas pembantuan dimaksudkan untuk ikut sertanya 

perangkat di daerah dalam mengatur dan mengurus kepen

ti ngan umum yang tidak atau belum termasuk dalam urusan 

rumah tangga daerah. 

Dari Uraian-uraian mengenai desentralisasi, dekon-

sentralisasi dan tugas pembantuan tersebut, terlihat 

adanya dua jenis aparat dalam pelaksanan tugas pemerinta

han di daerah, yaitu ; 

a. Aparat daerah otonom yang melaksanakan tugas-tugas 

rumah tangga daerah maupun tugas-tugas pemerintah pusat 

sebagai akibat adanya asas desentralisasi dan tugas 

pembantuan (madebewind). 

b . Aparat pusat di daerah yang melaksanakan tugas-tugas 

pemerintah pusat di daerah sebagai akibat adanya asas 

dekonsentrasi. 

Agar supaya pelaksanaan tugas dan wewenang berjalan 

s e cara wajar menurut keperluan daerah, maka diperlukan 

erjasama yang seerat-eratnya yaitu kerjasama antara kedua 

parat tersebut harus dapat menjamin kelancaran pemerinta

an pembangunan di daerah. 
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B A B III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang diguna

kan dalam melakukan penelitian maupun penulisannya. Dalam 

penulisan penelitian ini, metode yang penulis pergunakan 

adalah metode deskriptif yang sifatnya menggambarkan 

kondisi data serta gejala-gejala yang ada. 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi atau objek penelitian adalah merupakan 

keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu pene

litian. Sesuai dengan hipotesis yang hendak dibuktikan 

maka populasi yang penulis ambil adalah Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 

yang terdiri dari 

1. Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan struk-

tural di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang berjumlah 

14 (Empat Belas) orang. 

2. Seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang berjum

lah 17 (tujuh belas) orang. 

Dengan demikian, jumlah populasi penelitian ini 

ad alah 31 (tiga puluh satu orang). Sebagaimana yang diung

ap kan Kartini Kartono bahwa ''Pada prinsipnya tidak ada 

27 
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peraturan yang ketat untuk menentukan secara mutlak berapa 

persen sampel tersebut diambil dari populasi".29 

B. Metode Pengumpulan Data. 

Untuk memperoleh data dan informasi dalam menguji 

hipotesis, penulis melakukan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research). 

2. Penelitian Lapangan (Field research). 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

Tahap ini merupakan tahap permulaan untuk membahas 

obyek yang akan diteliti. Disini penulis mempelajari buku-

buku yang berhubungan dengan masalah yang akan ditulis dan 

bahan-bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian ini. 

2. Penelitian Lapangan (Field research). 

Tahap i ni merupakan tahap l anj utan dari tahap terda-

hulu. Dalam metode ini penulis mengadakan pengamatan 

kelapangan secara langsung terhadap obyek yang menjadi 

sasaran, kemudian untuk lebih melengkapi data-data yang 

ada penulis mengadakan wawancara dengan beberapa orang 

pejabat yang berwenang memberikan informasi dalam pelaksa-

naan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu. 

29. Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research 
Sosial, Alumni Bandung, 1986, Hlm. 152. ----------------------------------------------------- 
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C. Variabel dan Defenisi Operasional. 

Variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini 

indikatornya harus jelas dalam arti dapat diamati dan 

diukur. Kejelasan operasional variabel akan membantu 

memudahkan dalam penyusunan penelitian ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hannya menggu

nakan satu variabel (variabel tunggal) yaitu 

Independent Variable (Variabel bebas). 

Variabel ini disebut juga dengan variabel yang akan 

diselidiki pengaruhnya. Pada penulisan skripsi ini varia

be l bebasnya ada l ah "Pe 7 aksanaan Otonomi Daerah ", dengan 

indikatornya 

1. Adanya pendelegasian. 

2. Adanya dana yang memadai/mencukupi 

3. Adanya manusia pelaksana yang baik. 

4. Adanya peralatan yang memadai untuk menunjang 

kegiatan. 

5. Adanya Koordinasi. 

Indikator tersebut diatas akan diperjelas dalam 

bentuk Defenisi operasional yaitu 

1. Adanya Pendelegasian. 

Pendelegasian yang penulis maksudkan adalah penyerahan 

sepenuhnya bidang tugas yang diserahkan kepada Daerah 

ingkat II oleh pemerintah daerah tingkat I dalam rangk a 

pencapaian otonomi daerah yang berdaya guna dan be rha

si l guna. 
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2. Adanya dana yang memada;. 

Dana atau keuangan merupakan f aktor yang sangat esen-

sial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk 

pelaksanaan otonomi, untuk itu diharapkan Pemerintah 

Propinsi Daerah Tingkat I dalam penyerahan sebagaian 

urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II 

hendaknya disertai dengan dananya. 

3. Adanya manusja pelaksana yang bajk. 

Dikarenakan manusia merupakan Subjek dalam setiap 

aktivitas-aktivitas pemerintahan, maka untuk mencipta

kan sistem pemerintahan yang baik sesuai apa yang 

diharapkan, hendaklah manusia subjek atau pelaku tadi 

harus baik, baik yang penulis maksudkan disini adcilah 

meliputi 

mentalitas/moral yang baik, jujur dan - Me mi 1 i k i 

mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap 

pekerjaannya dan dapat bersikap sebagai abdi masyara

kat/Public figure. 

- Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melak

sanakan tugasnya. 

4. Adanya peralatan/perlengkapan yang memadaj untuk 

menunjang kegjatan. 

Peralatan/perlengkapan yang penulis maksudkan disini 

adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan 

untuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan kantor. 
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5. Adanya koordinasi. 

Koordinasi yang dimaksudkan disini adalah koordinasi 

dalam penyelenggaraaan pemerintahan yang merupakan 

pengaturan terhadap segala gerak dan kegiatan serta 

hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah, baik 

pus~t maupun daerah serta lembaga pemerintah non depar

temen yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang 

saling berhubungan satu sama lain. 

D. Metode Analisis Data. 

Metode analisis data adalah merupakan rangkaian 

kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapang

an menjadi seperangkat hasil dalam pembuktian hipotesis. 

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan 

metode penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang 

digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala

gejala yang ada. 
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A. KESIMPULAN. 

B A B VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna 

dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyeleng

garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pe

layanan kepada masyarakat. Maka titik berat Otonomi 

Daerah perlu diletakkan di Daerah Tingkat II yang 

kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyara

kat. 

2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Ting

kat II Labuhan Batu selaku unsur pelaksana pemerintah 

Daerah Tingkat II di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan, 

telah diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang

undangan yang berlaku dan pemberian kewenangan tersebut 

telah ditindak lanjuti dengan uraian/daftar tugas yang 

telah diserahkan. 

3. Dari ber·bagai uraian daftar tugas yang diserahkan 

tersebut pada umumnya telah dilaksanakan sesuai keten-

tuan yang ada. Namun dari berbagai urusan tersebut 

masih terdapat be berapa hambatan-hambatan yang merupa

kan tantangan dan peluang bagi Aparat Dinas Pendidikan 

77 
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dan Ke bu da yaa n, untuk mengevaluasi dan mengadakan 

perba i ka n, se hingga rencana dan program kerja yang 

t e l a h d it e t ap kan dengan dukungan fasilitas kerja yang 

ad a, dapat dilaksanakan sesuai harapan secara berdaya 

gun~ da n be rh as il gun a . 

4. Pemb i naan kwalitas sumber daya manusia, merupakan salah 

sa t u p r io rit as utama dari tugas-tugas lainnya yang 

diserahkan ol e h pe me rintah atasan kepada daerah, khu

susnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Labuhan Batu. Dalam melakukan pembinaan 

tersebut tetap berpedoman pada acuan yang ada, terutama 

gerakan disiplin nasional yaitu Pembinaan budaya 

tertib, budaya bersih dan budaya kerja dikalangan para 

Staf Pegawai Kantor Dinas dan Kepala SD, serta guru

guru dan Penjaga SD yang tersebar diberbagai Kecamatan 

dan Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Labuhan Batu. 

5 . Untuk memantau dan mengevaluasi sejauhmana keberhasilan 

tug a s yang dilaksanakan seluruh a par a t pada jajaran 

Kantor Dinas Pendidikan dan Ke buda ya an Kabupaten Daerah 

Tingkat II La buh a n Ba tu, dil ak uk a n me l a lui penelitian 

terhadap lapor a n bulanan para Kepala Cabang Dinas 

Pe ndi d i ka n dan Ke budaya a n Di Kecamat a n, dan laporan 

bulanan para ke pa la SD, serta absensi kehadiran guru

guru dan Pe njaga SD yang tersebar diberbagai desa yang 

ada. 
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6. Pen da ya gunaan st a f dan tenaga pengajar tetap memperha

ti ka n daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), serta keseimbangan hak dan kewajiban seseorang 

sebagai Pegawai Negeri Si pi 1. Untuk i ni pembayaran gaj i 

PNS, Gur u, tetap diupayakan tepat waktu (tanggal 3 

setiap bul anmn ya). De mikian juga subsidi/bantuan 

lainnya disalurkan sec ara berj e njang melalui Kantor 

Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kecamatan 

dengan tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi 

penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan PNS, 

Guru, serta menghambat proses pelaksanaan tugas nanti

nya. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan diadakan 

tindakan sesuai PP. 30 tahun 1980. Tentang Disiplin PNS 

serta mutasi kepegawaian serta daftar urut kepangkatan 

dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung untuk itu. 

7. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintah di 

daerah dan bagi terwujudnya keserasian serta keberhasil 

an pembangunan, dipandang perlu menetapkan pengaturan 

tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua 

instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan 

dinas daerah, khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dengan Kantor 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Labuhan Batu yang mengurusi pembinaan/penye

lenggaraan Sekolah Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II 

Labuhan Batu. ----------------------------------------------------- 
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B. SARAN- SARAN. 

1. Per lu a da ny a ke tegasan dari pemerintah pusat atau Pro

pinsi Da e rah Tingkat I Sumatera Utara, tentang kewenang 

an masing-masing instansi dalam mengurus atau melakukan 

pembinaan terhadap guru-guru dan peserta didik di 

Sekolah Dasar. Seharusnya pembinaan yang berhubungan 

dengan ketenangan, pra sarana dan sarana Sekolah Dasar 

diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidi

kan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan 

Batu, dan pembinaan yang berhubungan dengan kurikulum 

pelajaran serta pengawasannya berada pada Kantor Depar~ 

temen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah }ing

kat II Labuhan Batu sebagai aparat pemerintah pusat 

dalam rangka pembinaan pendidikan nasional. 

2. Masih ditemuinya aparat Kantor Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu 

yang belum memahami makna yang terkandung dalam Undang

Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-

tahan Di Daerah. Terutama yang berhubungan dengan 

kewenangan Bupati Kepalaa Daerah s e bag a i aparat Pemerin 

tah Pusat di wilay a h bertugas sebagai koordinator 

dibid a ng Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan. 

Untuk ini diupayakan agar para masing-masing pimpinan 

dap a t memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing 

instansi yang ada, terutama mitra kerja yang berhubung

an erat dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti Dinas ----------------------------------------------------- 
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Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Labuhan Batu. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan 

Batu diharapkan dapat rnerealisasikan segera pembangunan 

Kantor baru Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang kea

daannya saat ini, fisik bangunan serta penataan ruang 

kantor tidak sesuai dengan volume kerja serta personil 

(PNS) yang ada. 

4. Memperhatikan Keadaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan di Kecamatan, yang pada umurnnyqa masih 

menumpang atau memakai bangunan SD untuk dijadikan 

kantor. Dernikian juga subsidi/bantuan kesejahteraan 

serta pengadaan alat tulis kantor serta perabotan yang 

sangat sederhana, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupa

ten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dapat meningkatkan 

bantuannya yang ditampung dalam APBD Kabupaten Daerah 

Tingkat II Labuhan Batu. 
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